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SALINAN

B U P A T I P A C I T A N  

P R O V T N S I J A W A  T I M U R

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 7 6  TAHUN 2 0 2 2

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

b.

bahwa dalam rangka pembinaan kaner Pegawai Negen Sipil 
yang berdasarkan pada pnnsip profesionalisme, sesuai 
dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat 
yang ditetapkan padajjabatan, serta syarat obyektif lainnya 
tanpja membedakan jems kelamin, suku, agama, ras atau 
golongan, perlu disusun Pola Kaner Pegawai Negen Sipil 
yang jelas dan transparan,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan 
Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Kaner 
Pegajwai Negen Sipil,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
11 1---- ■r - 1 2 3 4- perlu menetapkan Peraturan Bupati

Pegawai Negen Sipil di Lingkungan
dalam huruf a dan b 
tentang Pola Kaner
Pemenntah Kabupaten Pacitan

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494),

2 Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daetah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6573),

4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Admimstrasi Pemenntahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601),



Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia 
Lembaran Negara 
sebagaimana telah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemenntah Nomor 
Pegawai Negen Sipil

Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Republik Indonesia Nomor 6037), 

diubah dengan Peraturan Pemenntah

11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477),
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Kementenan Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi | (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 89),
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi 
2021 Tentang Pola

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 
Kaner Pegawai Negen Sipil (Benta

M enetapkan

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI 
NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

P asal 1

Dalam Peraturan Bupati mi yang dimaksud dengan
1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
2 Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Pacitan
3 Bupati adalah Bupati Pacitan j
4 Aparatur Sipil Negaral yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negen sipil dan pegawai pemenntah dengan perjanjian kerja yang 
bekeija pada mstansi pemenntah

5 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
pegawai negen sipil c an pegawai pemenntah dengan perjanjian keija yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemenntahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang- undangan

6 Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemenntahan j

7 Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, 
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 1

8 Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di mstansi 
pemenntah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9 Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten yang meliputi sekretanat 
daerah, sekretanat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan 
lembaga tekms daerah.
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( 1)

Pola Kaner PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau 
perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara 
berkesinambungan
Jabatan adalah keduc.ukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan orgamsasi 
Pejabat Pimpman Tmggi Pratama yang selanjutnya dismgkat JPT Pratama 
adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan pimpman tingkat pratama pada

yang selanjutnya dismgkat JA adalah sekelompok
Pemenntah Daerah 
Jabatan Admimstrasi 
Jabatan yang bensi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 
admimstrasi pemenntahan dan pembangunan
Pejabat Admmistrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada mstansi 
pemenntah
Pejabat Administrator adalah Pegawai A.SN yang bertanggung jawab memimpm 
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta admimstrasi 
pemenntahan dan pembangunan |
Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana 
Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan

publik serta admimstrasi pemenntahan dankegiatan pelayanan 
pembangunan
Jabatan Fungsional yang selanjutnya dismgkat JF adalah sekelompok Jabatan 
yang bensi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
Pejabat Fungsional aclalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada mstansi 
pemenntah
Standar Kompetensi abatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Standar Kompetensi ASN adalah desknpsi pengetahuan, keterampilan dan 
penlaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas Jabatan 
Kompetensi Teknis aaalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/penlaku 
yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan 
bidang teknis Jabatan j
Kompetensi Manajena adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/penlaku 
yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpm dan/atau 
mengelola unit orgamsasi
Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap/penlaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan 
pengalaman bennteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku 
dan budaya, penlaku wawasan kebangsaan, etika, mlai-mlai, moral, emosi 
dan pnnsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk 
memperoleh hasil keija sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan 
Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara secara 
vertikal, honzontal, maupun diagonal menurut struktur kewenangan, tugas, 
dan tanggung jawab Jabatan serta persyaratan Jabatan yang menggambarkan 
seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja pada setiap 
Instansi Pemenntah
Sistem Ment adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada 
kualifikasi, kompetensi, dan kmeija secara adil dan wajar dengan tanpa 
membedakan latar belakang politik, ras, wama kulit, agama, asal usul, jems 
kelamm, status pemikahan, umur, atau kondisi kecacatan

P asal 2
!

Pola Kaner PNS dilaksanakan atas dasar pnnsip 
a kepastian, 
b 
c 
d

profesionalisme,
transparan,
mtegntas,



(2)

(3)

(4)

(5)

( 6 )

(7)

( 8 )

e keadilan, 
f nasional, dan 
g rasional
Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pola Kaner 
harus menggambarkan kepasban tentang arah alur kaner yang dapat 
ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-jundangan
Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pola Kaner 
harus dapat mendorong penmgkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS 
Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pola Kaner 
harus diketahui oleh setiap PNS dan memben kesempatan yang sama kepada 
PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan
Integntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kaner seseorang 
dapat memngkat jika mempunyai rekam jejak yang baik
Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu membenkan 
kesempatan kepada PNS yang memenuhi Standar Kompetensi ASN untuk 
menduduki Jabatan yang lebih tinggi
Nasional sebagaimana 
PNS dapat mendorong 
pusat maupun daerah 
Rasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu bahwa Pola Kaner 
persatuan melalui rotasi dan mutasi an tar instansi baik 
sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu sesuai kebutuhan

masmg-masing instansi untuk mencapai visi yang telah ditetapkani
BAB II

RUANG LINGKUP POLA KARIBR

Bagian K esatu  
Um um

Ruang lmgkup Pola Kaner,
a
b
c
d

jems jabatan, 
profil PNS,
Standar Kompetensi ASN, dan 
jalur kaner

P asal 3

meliputi

( 1 )

(2)

Bagian K edua 
J e n is  Jabatan

P asal 4

Jems Jabatan yang ditetapkan dalam Pola Kaner sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a yaitu 
a JPT Pratama,
b JA, dan
c JF
masa kerja dan proyeksi pencapaian kmerja PNS dalam pola kaner 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati mi



B agian K etiga  
P rofil PNS

I
P a sa l5

Profil PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kumpulan

a
b
c
d
e
f
g
h

informasi kepegawaian dan 
data personal, 
kualifikasi pendidikan; 
rekam jejak Jabatan, 
kompetensi, 
nwayat pengembangan, 
nwayat hasil penilaian kinerja, 
pendidikan dan pelatihan, 
usia, dan
informasi kepegawaian lamnya

setiap PNS yang terdm atas

B agian K eem pat 
Standar K om p eten si ASN

P asal 6

Standar Kompetensi ASN 
paling sedikit memuat informasi tentang 
a nama Jabatan,
b uraian Jabatan,
c kode Jabatan, j
d pangkat/kelas Jabatan,
e Kompetensi Teknis,
f Kompetensi Manajena.,
g Kompetensi Sosial Kultural, dan
h ukuran kinerja Jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bensi

Bagian K elim a  
Jalur K arier

Paragraf 1 
Um um

P asal 7

(1) Jalur Kaner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah lmtasan
posisi Jabatan yang dapat dilalui oleh

(2)
setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi
Pola Karier PNS dapat 
a

berbentuk

PNS baik pada jenjang Jabatan yang

horizontal, di dalam satu kelompok maupun an tar kelompok JA, JF, atau 
JPT Pratama,

b vertikal, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT Pratama, dan 
c diagonal, antar kelompok JA, JF, atau JPT Pratama



P aragraf2
Pola K arier H orizontal

P asal 8

(1) Pola Kaner Horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a 
merupakan perpindahan dan satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang 
setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar 
kelompok JA, JF, atau jjPT Pratama

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) 
Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi 
Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Repubhk Indonesia di luar negen, 
untuk paling singkat 2 (dua) tahun dan palmg lama 5 (lima) tahun

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan

P asal 9

(1) Pejabat Pimpinan Tmggi Pratama dapat berpindah secara horizontal ke dalam 
JPT Pratama lainnya sesuai dengan persyaratan Jabatan

(2) Mekamsme perpindahan antar JPT Pratama dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan

P asal 10

Pejabat Pimpinan Tmggi Pratama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JF
Ahli Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

P asal 11

(1) JF dapat berpindah ke JF lam dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, 
kompetensi, dan syarat Jabatan

(2) Perpindahan JF ke JF lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
jenjang Jabatan dan angka kredit yang setara

(3) Perpindahan JF ke JF lam yang setara dapat dilakukan dalam satu atau lintas
rumpun / klasifikasi JF J I

(4) Perpindahan JF ke JF lam yang setara j sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan orgamsasi dan melalui uji 
kompetensi I

(5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh
Instansi Pembma JF

P asal 12

JA sesuai jenjang Jabatan, kualifikasi, kompetensi, danI
j

berpindah secara horizontal ke dalam JPT Pratama

(1) JF dapat berpindah ke 
syarat Jabatan

(2) JF Ahli Utama dapat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

P asal 13
j

(1) JF dapat berpindah ke JF lam dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, 
kompetensi, dan syarat Jabatan

(2) Perpindahan JF ke JF lam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
jenjang Jabatan dan angka kredit yang setara

(3) Perpindahan JF ke JF lain yang setara dapat dilakukan dalam satu atau lintas 
rumpun/klasifikasi JF.



(4) Perpindahan JF ke JF] lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui uji 
kompetensi 1

(5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh 
Instansi Pembina JF

( 1 )

( 2)

P asal 14

JA sesuai jenjang Jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan 

berpindah secara horizontal ke dal am JPT Pratama

JF dapat berpindah ke 
syarat Jabatan 
JF Ahli Utama dapat 
sesuai dengan ketentuan peraturan penindang-undangan

P asal 15

( 1 ) Perpindahan kaner horizontal bagi JA ke JF yaitu 
a administrator dapat berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli 

Madya, atau J
b pengawas dapat berpindah secara horizontal ke Fungsional Ahli Muda 

(2) Dalam hal kondisi tertentu perpindahan kaner dapat dilakukan melalui
mekanisme penyetaraan 
undangan

JA dapat berpmdah ke JA 
dan syarat Jabatan

( 1 )

(2)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

P asal 16

( 1 )

(2)

(3)

lain yang setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi,

Paragraf 3  
Pola K aner V ertikal

P asal 17

Pola Kaner Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b 
merupakan perpindahan dan satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang 
lebih tmggi dilakukan melalui promosi
Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi 
a. JA dalam satu kelompok JA, j
b JF dalam satu kelompok JF kategon keterampilan atau JF kategon 

keahlian, dan
JPT Pratama dalam satu kelompok JPT Pratama

P asal 18

Promosi dalam JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a 
dilakukan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi 
internal
Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi
a Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator, atau 
b Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas
Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sepanjang 
memenuhi persyaratan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi



Pasal 19

(1)

(2)

(3)

(4)

( 1 )

Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 
huruf b dilakukan dalam hal kenaikan jenjang JF, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan
Dalam hal kenaikan jknjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pejabat Fungsional dapat berpindah j  dan jenjang paling rendah sampai 
dengan jenjang paling tmggi dalam satu kategon JF nya
Pejabat Fungsional kategon keterampilan dapat berpindah ke kategon 
keahlian dalam satu rumpun/klasifikasi JF yang memiliki tugas dan fungsi 
yang sama |
Promosi dalam kelompok JF dapat dilakukan sesuai dengan kualifikasi, 
kompetensi, dan syara.t Jabatan berdasarkan kebutuhan orgamsasi dan peta 
Jabatan yang telah ditetapkan

P asal 2 0

Promosi ke dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(2) huruf c dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan melalui
rencana suksesi, seleksi terbuka atau berdasarkan ketentuan Sistem Ment

(2 )

(3)

dengan memperhatikan kebutuhan orgamsasi

Pejabat Pimpman Tmggi Pratama dapat berpindah secara vertikal ke dalam 
JPT Madya pada Pemenntah Provinsi dan Instansi Pusat
Perpindahan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan 
syarat Jabatan dengan memperhatikan kebutuhan orgamsasi

(4) Rencana suksesi, seleksi terbuka, dan
dimaksud pada ayat 
perundang- undangan

(1) dilaksanakan
ketentuan Sistem Merit sebagaimana 
sesuai dengan ketentuan peraturan

( 1)

(2)

Paragraf 4
Pola K arier D iagonal 

P asal 21

Pola Kaner Diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c 
merupakan perpindahan dan satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lam yang 
lebih tmggi tidak berdasarkan gans lim, melalui promosi atau mekamsme 
pengangkatan dalam ■
Perpindahan kaner diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
bagi
a JA ke JF, 
b JF ke JA,
c JA atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama, atau
d JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya dan JPT Utama

(1)

P asal 2 2

ke JF sebagaimana dimaksud dalamPerpindahan kaner diagonal bagi JA 
Pasal 21 ayat (2) huruf a yaitu
a Administrator dapat berpindah secara diagonal ke Fungsional Ahli Utama, 
b Pengawas dapat 

atau
berpindah secara diagonal ke Fungsional Ahli Madya,

Pelaksana dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke Fungsional kategon 
keahlian atau kategon keterampilan



(2 )

( 1)

(2) Perpindahan kaner diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui mekanisme perpindahan, penyesuaian/ inpassing atau promosi dalam 
JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

P asal 2 3

(1) Perpindahan kaner diagonal bagi JF ke JA sebagaimana dimaksud dalam
byaitu

JF kategon keterampilan atau JF Ahli Pertama dapat berpmdah secara 
diagonal ke Jabatan Pengawas, atau

b JF Ahli Muda dapat berpmdah secara diagonal ke Jabatan Administrator 
Perpindahan kaner diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui mekanisme pjenugasan pada jjabatan di luar JF, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan

P asal 2 4

Perpindahan kaner diagonal Jabatan Administrator atau JF Ahli Madya ke 
dalam JPT Pratama se bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c 
dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan 
peraturan perundang- undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, 
kompetensi, persyaratan Jabatan, dan kebutuhan orgamsasi 
Perpindahan kaner diagonal JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya dan JPT 
Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilaksanakan 
melalui promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, 
persyaratan Jabatan, dan kebutuhan orgamsasi' j

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN POLA KARIER

(2 )

( 1 )

(2)

Bagian K esatu  
P erencanaan P ola Karier

P asal 25

Penyusunan rencana Pola Kaner meliputi rencana Pola Kaner untuk 
a JPT Pratama,
b JA, dan
c JF
Rencana Pola Kaner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah, 
komposisi, distnbusi calon pemegang Jabatan, dan jangka waktu melintasi 
alur kaner/Jabatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai benkut 
a Kompetensi Manajenal, Kompetensi Sosial Kultural, dan Kompetensi 

Tekms sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
b Komposisi dalam pembmaan kaner harus seimbang untuk seluruh calon 

peserta seleksi yang ada di mstansi bersangkutan, dalam arti bagi setiap 
1 (satu) Jabatan yang akan dnsi, para calon harus memiliki syarat 
kompetensi, kualifikasi, dan kmerja, dan 

c Distnbusi calon pemegang Jabatan harus merata dalam arti tidak terlalu
banyak untuk 
lamnya

abatan tertentu dan terlalu sedikit untuk Jabatan



Pasal 26

Perencanaan Pola Kaner untuk JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (1) huruf a dilakukan melalui rencana suksesi, seleksi terbuka atau 
berdasarkan ketentuan Sistem Ment, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan

( 1)

( 2)

P asal 2 7

Perencanaan Pola Karier untuk JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (1) huruf b dilakukan melalui seleksi, rotasi, mutasi, dan promosi, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Dalam perencanaan Pola Karier untuk JA perlu memproyeksikan jangka 
waktu paling kurang PNS harus dipromosikan tanpa mengurangi syarat yang 
telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

( 1)

(2 )

P asal 2 8

KanerPerencanaan Pola 
ayat (1) huruf c dilal< 
penyesuaian / inpassmg, 
perundang-undangan 
Pola Kaner untuk <_ 
pencapaian angka kr* 
undangan

untuk JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
tukan pengangkatan pertama, perpindahan Jabatan, 

dan promosi sesuai dengan ketentuan peraturan

F ditetapkan dalam jenjang Jabatan berdasarkan 
idit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

P asal 2 9

Penyusunan Rencana Pengembangan Kaner paling sedikit meliputi unsur-unsur 
Pola Kaner, yaitu

jems, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan,
Standar Kompetensi ASN,
pengembangan kompetensi dan pembinaan kaner,

a
b
c
d
e
f
g
h

profil pegawai, 
masa kerja, 
kelas Jabatan, 
pengalaman Jabatan, 
profil dan struktur orgamsasi, 
peta Jabatan, dan 
penilaian kmeija dan pembinaan disipliri

P asal 3 0

(1) Jems, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 huruf a paling sedikit terdm dan jems Jabatan dan jenjang Jabatan, 
rumpun/klasifikasi Jabatan, persyaratan Jabatan, dan tugas Jabatan

(2) Jems dan jenjang Jabatan sebagaimana! dimaksud pada ayat (1) yaitu
a JPT Pratama, !
b JA terdin dan

1) Jabatan Administrator,
2) Jabatan Pengawas, dan
3) Jabatan Pelaksana,



JF terdin dan
1) JF Kategon Keterampilan dengan jenjang Jabatan dan paling rendah

2)

sampai paling
a)
b)
c )

d)
JF

tinggi yaitu
Pemula, | 
Terampilj 
Mahir, dan 
Penyelia dan 

Kategon Keahlian dengan

(3)

__ ___o___ ______  __„_jenjang Jabatan dan paling rendah
sampai paling tinggi yaitu
a) Ahli Pertama,
b) Ahli Muda,
c) Ahli Madya, dan
d) Ahli Utama
Rumpun / klasiflkasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

P asal 31

(1) Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b 
meliputi Kompetensi Manajenal, Kompetensi Tekms, dan Kompetensi Sosial 
Kultural

(2) PPK menetapkan Standar Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

P asal 3 2
i
i

(1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c 
dilaksanakan untuk mendukung pembinaan dan pemngkatan karier sesuai 
dengan jems Jabatan J

(2) Pengembangan kompetensi paling sedikit didasarkan pada
a Jems dan jenjang pendidikan dan pelatihan Jabatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan 
b Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan 

fungsional merup|akan unsur yang harus dipenuhi bagi setiap pegawai 
yang akan menduauki masmg-masmg jems Jabatan 

c Pendidikan dan pelatihan tekms dapat menjadi persyaratan setiap jenjang 
mulai dan Jabatan paling rendah! sampai Jabatan paling tmggi sesuai 
karaktenstik dan kebutuhan masmg-masmg mstansi

P asal 3 3

Profil pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d paling sedikit 
memuat data personal, kualifikasi pendidikan, rekam jejak Jabatan, kompetensi, 
nwayat pengembangan kompetensi, nwayat hasil pemlaian kmeija, usia, dan 
mformasi kepegawaian lainnya

P asal 3 4

Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
a paling tmggi 1 (satu) tahun sebelum

paling rendah didasarkan pada 
mencapai batas usia pensiun untuk

menduduki Jabatan Pengawas atau Administrator 
b Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk menduduki JPT Pratama



Pasal 35

(1) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e untuk JA diatur 
sebagai benkut |
a Untuk menduduki Jabatan Pengawas paling singkat 4 (empat) tahun 

dalam Jabatan Pelaksana
l

b Untuk menduduki Jabatan
(tiga) tahun dalam

Administrator paling kurang 3
Jabatan Pengawas

(2) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e untuk JPT 
Pratama paling kurang 2 (dua) tahun dalam Jabatan Administrator

(3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e untuk JF 
berdasarkan angka kredit yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan

P asal 3 6
i

(1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f memuat 
informasi kelas Jabatan masmg-masmg Jjabatan

(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
!

P asal 3 7

Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g diatur sebagai 
benkut
a Untuk menduduki JPT Pratama seorang PNS memiliki pengalaman Jabatan 

dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara 
kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun 

b Untuk menduduki Jabatan Administrator seorang PNS memiliki pengalaman 
pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat 
dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan 
diduduki 1

c Untuk menduduki Jabatan Pengawas seorang PNS memiliki pengalaman 
dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang 
setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan 
yang akan diduduki

d Untuk menduduki JPT Pratama dan JA, seorang PNS dan JF harus dalam 
satu rumpun/klasifikasi Jabatan dan sesuai dengan jenjang yang 
dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

P asal 3 8

Profil dan struktur orgamsasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h 
memuat informasi tentang profil dan struktur orgamsasi Pemenntah Daerah dan 
tata kerja untuk menggambarkan Jalur Kaner

Peta Jabatan sebagaimana

P asal 3 9
I

dimaksud dalam Pasal 29 huruf i ditetapkan oleh PPK 
berdasarkan analisis Jabatian dan analisis beban kerja sebagai dasar penyusunan 
Jalur Kaner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pasal 40

(1)

(2)

Penilaian kmerja dan pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 huruf j dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan j
Penilaian Kmerja JPT Pratama dan Jabatan Admimstrasi dilakukan
berdasarkan penilaian

(3) Penilaian Kmerja JF

Sasaran Kmerja Pegawai dan Penlaku Kerja sesuai
dengan ketentuan pera turan perundang-undangan

dilakukan berdasarkan pencapaian Angka Kredit
Penlaku Keija sesuai denganKumulatif, Sasaran Kmerja Pegawai, dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan

B agian K elim a  
P elaksanaan P ola K arier

Paragraf 1 
Um um

i

P asal 41

PPK melaksanakan pengisian Jabatan berdasarkan rencana Pola Kaner yang telah 
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1)

Paragraf 2
Pola K arier JPT Pratam a

P asal 4 2

(1) Pengisian JPT Pratama dilakukan melalui 
a Pengisian JPT Pratama yang lowong dilakukan melalui seleksi terbuka

dan kompetitif sesjuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
b Pengisian JPT Pratama yang lowong dapat melalui mutasi dan satu JPT 

Pratama ke JPT Pratama yang lain melalui uji kompetensi dan pejabat 
pimpinan tmggi yang ada j

(2) Pengisian JPT Pratama. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan ketentuan pera,turan perundang-jundangan

Paragraf 3  
P ola K arier JA

P asal 4 3

(1) Pengisian JA dilakukan untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan 
Jabatan Pelaksana

(2) Pengisian Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan

Paragraf 4  
P ola K arier JF

P asal 4 4

( 1 )

(2)

5engisian JF dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan Jabatan, 
Denyesuaian/ mpassing, dan promosi dalam Pola Kaner Horizontal, Pola Kaner 
/ertikal maupun Pola Kaner Diagonal !
3engangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

B a g ia n  K e sa tu  
K elo m p o k  J a b a ta n

P a sa l 4 5

Jems jabatan sebagaimana 
jabatan sebagai benkut 
1 Kelompok JPT Pratama

dimaksud pada Pasal 4 tersusun berdasarkan eselon

terdin atas
a.
b.

JPT Pratama setara dengan eselon II a, adalah Sekretans Daerah,
JPT Pratama setara dengan eselon I b, meliputi
1) Asisten Sekretans Daerah,
2) Staf Ahli Bupati,
3) Sekretans Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
4) Inspektur,
5) Kepala Dmas/Satuan Polisi Pamong Praja/Badan,

2 Kelompok Jabatan Admimstrasi terdin a 
a. Jabatan Administrator terdin atas 

1) Jabatan Administrator setara c
a)
b)

c)

d)
e) 
*)

tas

engan eselon III a, meliputi

:anat Daerah/Sekretanat Dewan
Camat,
Kepala Bagian Sekrei 
Perwakilan Rakyat Daerah,
Sekretans Inspektorat:/Dmas/Satuan 
Praja/Badan,
Inspektur Pembantu,
Kepala Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah,

Polisi Pamong

Direktur Unit Orgamsasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum

2)

Daerah Kelas C,

b.

Jabatan Administrator setara dengan eselon III b,
a) Kepala Bidang pada Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja, dan
b) Kepala Bagian/Bidang pada Unit Orgamsasi Bersifat Khusus 

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C
c) Sekretans Camat,

Jabatan Pengawas terdin atas
1) Jabatan Pengawas setara dengan eselon IV a, meliputi

a) Lurah,
b) Kepala Subbagian/Seksi,
Jabatan Pengawas setara dengan eselon IV b meliputi
a) Kepala Unit Pelaksana Tekms Dmas/Badan Klasifikasi B,
b) Kepala Subbagian pada Kecamatan,
c) Sekretans Kelurahan, dan
d) Kepala Sjeksi pada Kelurahan 

Jabatan Pelaksana 
1) Kelompok Jabatan Fungsional

2 )

Jabatan
terdin atas 

Fungsional kategon keahlian terdin atas
1) Ahli Utama,
2) Ahli Madya,
3) Ahli Muda, dan
4) Ahli Pertama



(3)

Jabatan Fungsional kategon keterampilan terdin atas
1) Penyelia,
2) Mahir,
3) Terampil, dan
4) Pemula

PERSYARAT
BAB VI

AN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

( 1 )

B agian K esatu  
JP T  P ratam a

P a sa l 4 6

Pengisian dan penempatan PNS dalam JPT Pratama dilakukan melalui mutasi 
dan seleksi terbuka
Pengisian JPT Pratama yang lowong melalui mutasi dan satu JPT Pratama ke 
JPT Pratama yang lam dilakukan melalui uji Kompetensi dan pejabat yang ada 
dan harus memenuhi syarat 
a satu klasifikasi Jabatan, 
b. memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, dan
c telah menduduki Jabatan paling smgkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun
Pengisian JPT Pratama melalui mutasi dan satu JPT Pratama ke JPT Pratama 
yang lain dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpman tinggi 
Pratama dan harus memenuhi syarat j 
a sesuai standar kompetensi Jabatan, dan
b telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun
Pengisian JPT Pratama melalui mutasi dan seleksi terbuka sebagaimana
dimaksud pada ayat

(4)

(5)

(6)

oleh PPK dengan terlebih dahulu(1) dilakukan 
membentuk Pamtia Seleksi 
Satu Klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 
Jabatan yang memilikijtugas pokok dan fungsi yang sejems atau serumpun 
Persyaratan untuk dapjat diangkat dalam JPT Pratama melalui seleksi terbuka 
diatur secara tersendin dalam Peraturan Bupati
Untuk Jabatan Kepala Dmas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektur, 
Sekretans DPRD, dan Sekretans Daerah persyaratan pengangkatan dalam 
jabatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B agian K edua 
Jabatan  A d m in istrasii

P a sa l 4 7

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator 
a berstatus PNS,
b memiliki kualifikasi dan trngkat pendidikan palmg rendah sarjana atau 

diploma IV, j
c memiliki integntas dan moralitas yang baik,
d setiap unsur pemlaian prestasi kerja paling sedikit bemilai baik dalam 2 

(dua) tahun terakbir, |
e memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajenal, dan Kompetensi 

Sosial Kultural sejsuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan 
hasil evaluasi oleh tim pemlai kineija PNS di mstansinya, 

f usia paling tinggi] 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun 
untuk menduduki Jabatan Administrator, 

g sehat jasmam dan roham, |



(2)

h telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpman Pengawas, dan
1 diutamakan telai mengikuti dan lulus Pelatihan Pengadaan

Barang/Jasa
Selam persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga 
persyaratan
a Untuk Jabatan Admmistrator setara! eselon III a

1 pangkat paling rendah Pembma golongan ruang IV/a atau serendah- 
rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang 
pangkat yang ditentukan

2 menduduki Jabatan Administrator setara eselon III b paling singkat
2 (dua) tahun dan atau memiliki pengalaman dalam Jabatan 
Pengawas paling smgkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setmgkat 
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan 
yang akan diduduki j

b Untuk Jabatan Administrator setara eselon III b
1 golongan ruang III/d atau serendah- 

1 (satu) tingkat di bawah jenjang
pangkat paling rendah Penata 
rendahnya memiliki pangkat 
pangkat yang ditentukan 
memiliki pengalaman paling smgkat 3 (tiga) tahun pada Jabatan 
Pengawas atau JF jenjang ahli muda sesuai dengan bidang tugas 
jabatan yang akan diduduki
Untuk Jabatan Camat, selam persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku juga persyaratan wajib menguasai 
pengetahuan tekms pemenntahan yang dibuktikan dengan ljazah 
diploma/saijana pemenntahan atau sertiflkat profesi 
kepamongprajaan I

P a s a l 4 8

(1) Persyaratan untuk menduduki Jabatan 
a berstatus PNS, 
b memiliki kualiflkasi dan tmgkat

‘engawas adalah

c
d kerja palmg sedikit bemilai baik

(2)

pendidikan palmg rendah diploma
III atau yang setara,
memiliki mtegnths dan moralitas yang baik, 
setiap unsur pemlaian prestasi 
dalam 2 (dua) tahun terakhir,
memiliki Kompetensi Tekms, Kompetensi Manajenal, dan Kompetensi 
Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan 
hasil evaluasi oleh tim pemlai kmerja PNS di mstansmya, 
usia paling tmggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun 
untuk menduduki Jabatan Pengawas, dan 
sehat jasmam dan rohamg

Selam persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku juga 
persyaratan j
a Untuk Jabatan Pengawas setara eselon IV a

1) pangkat palmg rendah Penata golongan ruang III/c atau serendah-
rendahnya memiliki pangkat̂  1 (satu) tmgkat di bawah jenjang 
pangkat yang ditentukan, j

2) menduduki Jabatan Pengawas setara eselon IV b palmg smgkat 2 
(dua) tahunj dan atau memiliki pengalaman dalam Jabatan 
Pelaksana palmg smgkat 4 (empat) tahun atau JF yang setmgkat 
dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan 
yang akan diduduki,

b Untuk Jabatan Pengawas setara eselon IV b
1) pangkat palmg rendah Penata golongan ruang Ill/b atau serendah- 

rendahnya memiliki pangkat: 1 (satu) tmgkat di bawah jenjang 
pangkat yang ditentukan,



c
r

 
P

2) memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 
(empat) tahun atau JF yang jsetingkat dengan Jabatan pelaksana 
sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki,I

P a sa l 4 9

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagai 
benkut

berstatus PNS,
memiliki kualifikasi dan tmgkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan 
tmgkat atas atau yang setara,

c telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau 
lulus pendidikan dan p elatihan tenntegrasi, 

d memiliki mtegntas dan moralitas yang baik,
e memiliki Kompetensi Tekms, Kompetensi Manajenal, dan Kompetensi Sosial 

Kultural sesuai dengaij. Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan, dan 
r sehat jasmani dan rohani 1

P asal 5 0

(1) Jabatan Pelaksana dapat dipindahkan ke Jabatan Pelaksana lam setelah 
memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat menjadi 
Pegawai Negen Sipil kecuali pada kondisi tertentu berdasarkan kebutuhan 
dan pertimbangan PPK

Bagian K etiga  
J a b a ta n  F u n g s io n a l

P a sa l 5 1

Persyaratan pengangkatan 
peraturan perundang-und; 
Fungsional

dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan 
angan yang berlaku pada masmg-masmg Jabatan



BAB VI 
PENUTUP

P asal 5 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
1 Peraturan Bupati Nomor 12 C Tahun 2008 tentang Pola Dasar Kaner Pegawai

Negen Sipil Pemerintah Kabupaten Paci
Tahun 2008 Nomor 12 C), dan

an (Benta Daerah Kabupaten Pacitan

2 Peraturan Bupati Non or 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Nomor 12 C Tahun 2008 tentang1 Pola Dasar Karier Pegawai Negen Sipil 
Pemerintah Kabupaten! Pacitan (Benta Daerah Daerah Kabupaten Tahun 2008 
Nomor 38),

dicabut dan dmyatakan tidak berlaku

P asal 5 3

Peraturan Bupati mi mulai lerlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
Bupati mi dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Pacitan

D iundangkan d i P acitan  
Pada tan ggal 0 8  - 0 9  - 2 0 2 2

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN

ttd

D itetap kan  d i P acitan  
Pada Tanggal 0 8  - 0 9  - 2 0 2 2

5 BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

HERU WIWOHO. SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 2  NOMOR 7 6

Sahnarpsesuai dengan aslmya 
4 ^ ^ 11-k‘ep'aiâ pagiaiji Jlukum,

'Cp

BENlCAHYANTQRO, SH , M Si

14 200501 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 7 6  TAHUN 2 0 2 2  | ,
TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

MASA KERJA DAN PROYEKSI PENCAPAIAN KINERJA DALAM POLA KARIER
PEGAWAI NEGERI SIPIL

MASA

JABATAN

2 -5  Tahun

0 -4 T a h u n

D alam  Dan  

A ntar 

K elom pok  

Jabatan

•  R encana Suksesi

•  Seleksi Internal

•  Rencana  

Suksesi

•  Seleksi 

Terbuka

•  K etentuan  

Sistem  M erit

•  M utasi JPT

•  Pengangkatan  P ertam a

•  Perpindahan

•  P enyesuaian/lnpassing

•  Prom osi

PENGEMBANGAN

KOMPETENSI

• Reform Leader 

Academy

•  Pelatihan  

K epem im pinan

•  Pelatihan  

K epem im pinan  Lain  

Yang D isetarakan

•  Pelatihan Dasar

•  Pelatihan Fungsional

•  Pelatihan  

K epem im pinan

• Reform Leader 

Academy

•  Pengem bangan  

Kom petensi 

M anajeria l Dan  

Sosial Kultural

•  Pengem bangan  

Kom petensi Tekm s

M EKANISME PENGISIAN

Horizontal

- M utasi 

Vertikal

- Prom osi

- Kenaikan  

Jenjang

Diagonal

- Prom osi

- M utasi



Kelompok Jabatan dnsi dengan jems jabatan ASN meliputi JPT Pratama, JA, 
dan JF dengan masing-masmg tmgkat/jenjang jabatan sesuai peta jabatan, 
profit dan struktur orgamsasi, berbasis pada jabatan kntis 
Masa jabatan merupakan dasar penghitungan masa keija dan proyeksi 

pencapaian karier PNS dalam penode tertentu
Mekanisme pengisiai jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan 
kebutuhan, jenjang pangkat, kualifikasi dan persyaratan jabatan, standar 
kompetensi jabatan, pengalaman, dan penilaian kinerja
Pengembangan kompetensi dilaksanakan sesuai dengan jems jabatan yang 
diduduki, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
Dalam hal pemngkatan pengalaman jabatan dan pengembangan kompetensi, 
PPK dapat menetapkan 2 (dua) atau 3 (tiga) jabatan strategis yang harus 
diduduki terlebih dahulu dalam pola kaner seorang PNS, sebelum 
dipromosikan ke jabatLn yang lebih tmggi
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